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BAB V 

 
PENUTUP 

 
1.1. Simpulan 

 

1. Akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino 

Kecamatan Ampana Kota sebagai berikut: (a) sosialisasi program pengelolaan 

dana desa telah dilaksanakan, sehingga informasi program pengelolaan dana 

desa dapat tersampaikan kepada masyarakat desa; (b) pemahaman program 

pengelolaan dana desa belum mencakup keseluruhan masyarakat desa; (c) 

ketepatan program pengelolaan dana desa sudah tepat dengan sasaran 

pengelolaan dana desa yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Namun 

demikian, sebagian masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang 

dialokasikan dari dana desa tidak memanfaatkan secara optimal program 

pemberdayaan yang ada di desa; (d) pencapaian tujuan pengelolaan dana desa 

terwujud melalui kesesuaian antara hasil pelaksanaan program pengelolaan 

dana desa dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (e) 

program pengelolaan dana desa memberikan dampak perubahan nyata atau 

manfaat bagi masyarakat desa. 

 
2. Faktor yang menghambat terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota adalah 

partisipasi masyarakat yang rendah dan masih kurang dalam segenap proses 

pembangunan desa. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong terwujudnya 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino 

Kecamatan Ampana Kota adalah (1) kepemimpinan Kepala Desa Sansarino 
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Kecamatan Ampana Kota mampu dalam berkomunikasi mempengaruhi staf, 

masyarakat dan stakeholders lainnyauntuk memahami dan setuju dengan apa 

yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dana desa, dan (2) pengawasan 

terhadap pengelolaan dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah 

DesaSansarino, Pemerintah Kecamatan Ampana Kota, Pemerintah Kabupaten 

Tojo Una-Una dan juga masyarakat agar dana tersebut dipergunakan sesuai 

dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
1.2. Saran 

 

1. Memperhatikan mayoritas masyarakat belum memahami berbagai kegiatan 

dalam pengelolaan dana desa dan kewajiban mereka sebagai pengelola 

langsung dari pengelolaan dana desa tersebut dan sebagian masyarakat yang 

menjadi kelompok sasaran yang dialokasikan dari dana desa tidak 

memanfaatkan secara optimal program pemberdayaan di Desa Sansarino 

Kecamatan Ampana Kota, maka Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan 

Ampana Kota perlu menggalakkan kegiatan sosialisasi pengelolaan dana desa 

secara intensif dalam berbagai kegiatan baik formal maupun non formal. 

 
2. Memperhatikan partisipasi masyarakat yang rendah dan masih kurang dalam 

segenap proses pembangunan desa, maka diperlukan berbagai teknik 

pendekatan personal dari Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana 

Kota untuk menggugah masyarakat, sehingga terdorong untuk meningkatkan 

partisipasinya dalam pengelolaan dana desa. 

 
3. Kepala Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota perlu meningkatkan 

kemampuan kepemimpinannya dengan mengadaptasi kombinasi model 
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kepemimpinan yang memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif dari 

masyarakat. 

 
4. Pengawasanterhadap pengelolaan dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah 

Desa Sansarino, Pemerintah Kecamatan Ampana Kota, Pemerintah Kabupaten 

Tojo Una-Unaperlu ditingkatkan antara lain melalui kelompok pengawas 

internal dan eksternal. 
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